BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR h2. TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang :

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keyuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mempawah;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik INndonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352} sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6780);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5556);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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13,

ek

15.

16.

17

18.

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 178);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
{Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017
Nomor 5J;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Mempawabh.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

1,
2.

Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan
sebagai ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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(1)
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(3)

Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegangjabatan Anggota
DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

Besaran Tunjangan Transportasi bagi Ketua DPRD sebesar
Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Besaran Tunjangan Transportasi bagi Wakil Ketua DPRD sebesar
Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)/orang.

Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebesar
Rp.16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah)/orang.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan
serta dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dibebankan kepada
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tidak melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, diberikan terhitung mulai bulan September 2024,

BAB HI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Mempawah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Transportasi
bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah
(Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022 Nomor 4} dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Mempawah.
di Mempawan
pada tanggal 9,7':.92.03 4
¥ HABUPATEN MEMP AWAH

L 3

-~
ABDUL MALIK

ABUPATEN MEMPAWAH
2634 womor AL

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 32‘.‘ 5~ 2024

~R(Pj. BUPATI EMPAWAH,?’
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